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MOTTO

"Manusia bijaksana adalah mereka yang mencintai dan memuliakan
Tuhan. Kebaikan manusia terletak pada pengetahuan dan perbuatan-

perbuatannya, bukan terletak pada warna kulit, agama, suku atay

kedudukan kerabat keluarga-Nya. Pengetahuan adalah terang sejati

dari keagungan, tanpa mempertimbangkan siapa orangtuamu atau pun

apa suku bangsamu" *)

*) Kahlil Gibran, 1999, Hikmah-hikmah Kehidupan, Benta ng, Yogyakarta.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi Negara Republik Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan di
segala bidang menuju masyrakat adil dan makmur, pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagal pengamalan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang 1945 menempatkan
kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dan
merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional
guna tercapainya masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945, yang berbunyi :
“Bumi, dan air, dan kekavaan alam vang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. Tanah
sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta
memiliki fungsi sosial, juga merupakan alat investasi yang menguntungkan. Di
samping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemilknya. Oleh karena
itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, sudah sewajarnya
menyerahkan sebagian manfaat ekonomi yang diperolehnya kepada Negara melalui
pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan. Namun pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan menurut undang-undang yang telah diberlakukan telah pula
memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan
masyarakat yang berpenghasilan rendah, yaitu dengan mengatur nilai perolehan hak
atas tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak.

Pada masa lalu diberlakukan Bea Balik Nama yang diatur di dalam Ordonansi
Bea Balik Nama Staatsblad 1942 Nomor 291 Bea Balik Nama ini dipungut atas
setiap perjanjian pemindahan hak atas harta tetap yang ada di wilayah Indonesia,
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termasuk peralihan harta karena hibah wasiat. Yang dimaksud dengan harta tetap
dalam Ordonansi tersebut adalah barang-barang tetap dan hak-hak kebendaan atas
tanah, yang pemindahan haknya dilakukan dengan pembuatan akta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang, yaitu Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1834
Nomor 27.

Namun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, hak-hak kebendaan vang dimaksud di atas
tidak berlaku lagi, karena semuanya sudah diganti dengan hak-hak baru yang diatur
di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria, schingga Bea Balik Nama atas harta benda tetap berupa hak atas
tanah tidak dipungut lagi.

Hasil penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah
daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi
daerah.

Untuk  mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pula
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional
yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya
nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dengan pamerintah daerah. Sumber pcmbiayaan pemerintahan daerah dalam rangka
perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

1.2 Batasan Pengertian Judul

Untuk memahami substansi judul skripsi ini, terlebih dahulu perlu diberikan
batasan-batasan pengertian judulnya. Hal ini dianggap perlu karena segala persoalan
yang menyangkut substansi judul skripsi ini harus dikembalikan kepada pengertian

tersebut, sehingga batasan pengertian dapat berarti dalam memberikan arahan kepada
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para pembaca tentang apa yang terurai di dalam skripsi ini. Adapun pengertian judul

skripsi ini lebih terperinci sebagai berikut :

1.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak atas
perolehan hak atas tanah dan bangunan:

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan;

Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agrana,
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya.

1.3 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, yang berkaitan

dengan pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penvusun telah

merumuskan permasalahan untuk dibahas, yaitu :

1.

Bagaimanakah pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di
Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-undang Nomer 21 Tahun 1997 jo
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ?

Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Jember dalam
meningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan ?

4.1 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dalam’ penulisan skripsi ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai,

yaitu :
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1. Tujuan akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat yang
diperlukan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember;

2. Tujuan yang berkaitan dengan obyek skripsi, yaitu -

a. Untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam mengenai pelaksanaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember:

b. Untuk mengetahui secara Jelas mengenai upaya-upaya vang dilakukan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember dalam
meningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini agar dapat memberikan nilai
tambah berupa referensi bagi para pembaca dalam hal Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan serta bagi para pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi

Pemerintah Daerah Jember pada khususnya.
1.5 Metode Penulisan

Penulisan karya ilmiah lentunya menggunakan cara atau metode tertentu
untuk memperoleh data yang obyektif dengan harapan hasil akhir pembahasannya
dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai suatu tulisan yang bersifat
ilmiah.

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
sebagai berikut

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam membahas masalah yang telah disajikan sebagaimana disebutkan
di atas menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam
penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha
untuk menelaah kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat (Ronny Hanitijo
Soemitro, 1990 - 106). |
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Sedangkan kaidah-kaidah vang berlaku di dalam masyarakat adalah

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dari Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan.

1.5.2 Met~Ze Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini penelitian yang dilakukan adalah penelitian
kepustakaan atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder
(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 - 11). Oleh karena itu, data yang dicarni adalah data
sekunder yaitu data yang terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku ilmiah lainnya.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, memahami dan
mempelajari buku-buku ilmiah yang berkaitan erat dengan judul skripsi ini, peraturan
perundang-undangan tentang pajak daerah, pajak bumi dan bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain itu data sekunder diperoleh oleh penulis dengan membaca dan
mengkaji langsung dokumen-dokumen, catatan-catatan dan surat-surat yang ada di

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember,

1.5.3 Metode Analisa Data

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian data tersebut disusun secara
kronologis, dan akhirnya data-data itu dianalisa secara deskriptif analitik yaitu suatu
uraian atau penjelasan yang secara semata-mata didasarkan pada data-data yang ada
dan disusun (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 98).

Kemudian hasil analisa data ini ditarik atau diambil kesimpulan dengan
mempergunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal umum ke

hal khusus.
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 FAKTA

Wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat luas terdiri dari beribu-ribu
pulau. Untuk mempermudah jalannya pemerintahan pusat dibentuklah daerah-
dacrah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan
pemerintah daerah otonom ini mempunyai tujuan antara lain untuk memudahkan
pelaksanaan pemerintah pusat serta memberi kekuasaan kepada daerah otonom untuk
mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian berarti pula bagi daerah
otonom diberi kekuasaan menggali keuangannya sendiri untuk mengelola daerahnya
masing-masing.

Pembentukan daerah otonom ini, yaitu Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan terhadap penerimaan
keuangan daerah yang digali oleh pemerintah daerah otonom tersebut. Pemerintah
pusat telah memikirkan pula tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah dacrah baik masa lampau, masa kini maupun masa yang akan
datang tiada hentinya sepanjang masa. Hal ini merupakan suatu faktor yang dinamis
dalam suatu negara selama di dalam negara tersebut masih berlaku sistem
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Masalah perimbangan keuangan bukan hanya masalah bagaimana mencukupi
dana setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah pusat dan
daerah, tetapi juga merupakan masalah efisiensi dan keadilan, bahkan merupakan
masalah bagaimana dapat memberikan kepuasan kepada keinginan daerah vang
dalam hal ini setiap daerah mempunyai keinginan yang berbeda-beda, ini merupakan
hal yang sangat sulit karena sifatnya yang sangat subyektif apalagi dalam kondisi

krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini.
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Jadi perimbangan keuangan dapat diartikan suatu sistem yvang mengatur
bagaimana caranya sejumlah dana yang tinggi dibagi untuk berbagai daerah tingkat
pemerintahan untuk menunjang kegiatan pemerintahan vang berbeda tingkatannya.
Sistem ini pula yang mengatur bagaimana caranya mencari sumber-sumber
pembiayaannya.

Untuk menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan bukan hal yang
mudah. Masalahnya menjadi rumit dan saling berkaitan. Banyak faktor yvang harus
dipertimbangkan dalam merumuskan sistem perimbangan keuangan yang baik,
antara lain faktor obyektif teknis ekonomis, faktor non ekonomis serta faktor politis.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah suatu kenyataan
dalam upaya pemerintah pusat menggunakan sistem perimbangan keuangan untuk
membantu daerah dalam menanggulangi  kesulitan  keuangan. Peningkatan
penerimaan Negara melalui sektor pajak yang ditarik melalui Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan, dalam hal ini di Kabupaten Jember adalah kenyataan yang
telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tersebut.

Berdasarkan kenyataan tersebut walaupun besamya jumlah penerimaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak dapat dipastikan karena tergantung
dari ada tidaknya transaksi atau peristiwa hukum lainnya yang terjadi pada saat
terjadinya pajak terutang. Namun, penerimaan dari sektor Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan ini mampu memberikan kontribusi yang cukup besar kepada
pendapatan asli daerah dari sektor penerimaan pajak dan retribusi. khususnya di

Kabupaten Jember.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah -
I. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi : “Segala pajak

untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok

Agrarna.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dar Pangunan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu -

Pasal 79 : Sumber pendapatan Daerah terdiri atas -

a. pendapatan asli daerah, yaitu -
1) hasil pajak Daerah
2) hasil retribusi Daerah
3) hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan
Daerah yang dipisahkan, dan
4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. dana perimbangan;
¢. pinjaman Daerah; dan
d. lain-lain pendapatan Daerah vang sah.

Pasal 80 :

(1) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas -

a. bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber
daya alam;

b. dana alokasi umum: dan

¢. dana alokasi khusus.

(2) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan,
perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima langsung
oleh Daerah penghasil.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu :

- Pasal 6 :

(1) Dana perimbangan terdiri dari -
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a) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alami:

b) dana alokasi umum: dan

¢) dana alokasi khusus.

(2) Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan
10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90 % (sembilan puluh
persen) untuk daerah.

(3) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibag;
dengan imbangan 20 % (dua puluh persen) untuk pemerintah Pusat dan 80 %
(delapan puluh persen) untuk Daerah.

(4) 10 % (sepuluh persen) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20 % (dua
puluh persen) penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
menjadi bagian dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dan ayat (3) dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, yaitu

Pasal 3 ayat (1) :

* Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia
dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan
menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak
tempat Wajib Pajak terdafiar atau dikukuhkan".

Pasal 3 ayat (1a) :

“Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata
uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa

Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya

diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan “.
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Pasal 3 ayat (2) :
“ Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (la) harus
mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak «.

2.3 Kerangka Teori
2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor
partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah
atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan (Rochmat
Soemitro, 1989:23).

Dikatakan tidak ada jasa yang secara langsung dapat ditunjuk karena memang
tidak dapat ditunjukkan secara menyeluruh bahwa karena seseorang membayar
pajak, ia mendapat imbalan dari negara yang berupa ini dan itu. Sebab bagi yang
tidak membayar pajak pun dapat mengambil manfaat dari negara, seperti
perlindungan atas jiwa, harta kekayaannya, kemerdekaan, kehormatan dan lain-
lainnya.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof Dr. PJ.A. Adriani seperti
dikutip oleh Santoso Brotodiharjo adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,
dan yang ada gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan prestasi kembali dari negara ialah
prestasi secara khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran itu. Prestasi
dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan
penjagaan dari polisi sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu,
tetapi diperolehnya tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung

dengan pembayaran itu,
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Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul
“Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, vang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan
Jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum™. Dengan mencantumkan
istilah iuran wajib 1a menghzrapkan terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan
bantuan dari dan kerjasama dengan wajib pajak.

Definisi menurut Prof Dr. Rohmat Soemitro,S.H.. dalam bukunya Dasar-
dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut -

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi), yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum”, dengan penjelasan sebagai berikut “dapat dipaksakan” artinya bila hutang
pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti
surat paksa dan sita, dan juga menyanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat
ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.
Definisi ini dipertahankan dalam bukunya yang berjudul Pajak dan
Pembangunan, definisi tersebut berbunyi sebagai berikut “Pajak adalah peralihan
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan “surplus™-nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama
untuk membiayai public investment (Santoso Brotodiharjo, 1995 : 5-6).
Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai
definisi tersebut diatas adalah
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan
pelaksanaannya;

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah:

3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

investment;
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2.3.2 Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak ada 2 (dua) macam, vaitu :

1. Pajak Lokal atau Pajak Daerah adalah pajak vang dipungut oleh daerah-daerah
swatantra seperti d~crah provinsi, kabupaten dan kotamadya untuk membiayai
rumah tangga daerahnya masing-masing, Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor
(SWPD3), Pajak Rumah Tangga, Pajak Tontonan, Pajak Reklame, Pajak Jalan
pajak Radio dan Televisi. dan lain-lain

2. Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Inspeksi Pajak untuk pembiayaan
rumah tangga negara umumnya, misalnya Pajak Kekayaan, Pajak Penghasilan,
Pajak Gaji dan Upah, Pajak Perseroan, Pajak Deviden, Pajak Penjualan, Pajak
Import, Bea Materai, Bea Balik Nama Harta Tetap dan lain-lain. (C.S.T.
Kansil,1990:330),

Pembagian lain dalam pajak berlandaskan ditemukannya ciri-ciri tertentu
yang melekat pada setiap pajak dan jenis pajak yang ciri tertentunya sama
dimasukkan kedalam satu golongan, sehingga terjadi pembagian pajak sebagai
berikut
I. Pajak subyektif dan pajak obyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan

pribadi wajib pajak sehirgga untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan
alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.
Contohnya pajak penghasilan yang sasarannya adalah penghasilan seseorang.
Hubungan antara pajak dengan wajib pajak (subjek) adalah langsung oleh karena
besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya
pikul, pada pajak-pajak subyektif ini keadaan pribadi wajib pajak sangat
mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak vang terutang.

Pajak Obyektif adalah pajak yang pertama-tama melihat kepada obyeknya

yang selain benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian barulah dicari
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subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak
mempersoalkan domisili atau sifatnya.
2. Pajak langsung dan Pajak tidak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang
bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan
berulang-ulang secara periodik pada waktu tertentu. Pajak tidak langsung adalah
pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan pada orang lain.

3. Pajak Umum (pusat) dan Pajak Daerah

Pajak umum atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerntah
pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan di daerah oleh Inspeksi Pajak
setempat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak
daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah otonom untuk membiayai rumah
tangganya sendiri.

Pada dasarnya antara pajak pusat dengan pajak daerah dapat dikatakan tidak
ada perbedaan yang prinsipil. Sumber bagi pemungutan pajak pusat relatif tidak
terbatas, sedangkan objek-objek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas
jumlahnya dalam arti objek vang telah menjadi sumber bagi suatu pungutan
pajak pusat tidak boleh dipergunakan lagi. Lapangan pajak daerah ialah
lapangan yang belum digali oleh negara. Ketentuan ini untuk menghindarkan
dari pemungutan pajak ganda yang akan membawa akibat sangat memberatkan
para wajib pajak. (Santoso Brtotodihadjo.1995:104)

2.3.3 Pengolongan Tarif Pajak

Tanf pajak dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

I. Tarif pajak proposional atau sebanding adalah tarif yang merupakan presentase
yang ketat atau tidak berubah. Tentu éaja pajak yang harus dibayar selalu akan
berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakannya atau dengan kata lain semakin
besar jumlah yang dipakai sebagai semakin besarlah pula jumlah utang pajaknya,

tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentasi yang sama.
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2. Tarif pajak progresif adalah suatu tarif yang persentasenya semakin besar jumlah
vang harus digunakan pajak semakin menjadi lebih besar. Tarif ini penggunaanya
terutama ditujukan kepada pajak-pajak subyektif yang memperhatikan gaya pikul

wajib pajak.

[9%]

Tarif pajak tepat adalah tarif pajak yang besarnya tetap -an tidak tergantung
kepada nilai objek yang dikenakan pajak.
4. Tarif pajak degresif adalah tarif yang besar persentasenya semakin menurun bila

semakin besar jumlahnya yang harus dikenakan pajak.
2.3.4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak dari Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan,
arti dani perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu sendiri adalah perbuatan atau
penistiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau
bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum Adapun perolehan hak atas tanah
dan atau bangunan, meliputi :

a. Pemindahan hak karena :
1. jual Beli;
tukar menukar;
hibah;
hibah wasiat;
waris;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan:
penunjukan pembeli dalam lelang;

e R R R S S

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha:
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13. hadiah.
b. Pemberian hak baru karena :

I kelanjutan pelepasan hak:

2. diluar pelepasan hak.

Sedangkan objek pajak yang tidak digunakan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan adalah objek pajak vang diperoleh -
a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik:
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum:
¢. Badan atau perwakilan organisasi internasional vang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi

tersebut;

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum
lain dengan tidak adanya perubahan lama;

¢. Orang pribadi atau badan karena wakaf’

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak
yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut Wajib Pajak, dan untuk
kesederhanaan dan kemudahan penghitungan pajak maka dikenakan tarif tunggal
yaitu sebesar 5 % (lima persen). Dasar pengenaan pajak pada Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan didasarkan pada Nilai Perolehan Objek Pajak yang
dikenakan pada harga transaksi, nilai pasar dan atau apabila Nilai Perolehan Objek
Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan, maka dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada pembayaran pajak terutang, disini Wajib Pajak wajib membayar pajak
yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan, dan pajak
yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha
Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain
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yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan.

Pajak yang terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat
diberikan pengurangan atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang
terutang diberikan karena hal-hal tertentu, yaitu
a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak:

b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu;

¢. Tanmah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial ataupun
pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

Dalam hal pembagian hasil penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan
daerah, penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini
dibagi dengan imbalan 20 % (duapuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80 %
(delapanpuluh persen) untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Untuk bagian
Pemerintah Pusat sebesar 20 % (duapuluh persen) tersebut dibagikan kepada seluruh
Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata, sedangkan untuk bagian Pemerintah
Daerah sebesar 80 % (delapanpuluh persen) dibagi dengan imbalan 16 % (enambelas
persen) untuk Pemerintah Propinsi vang bersangkutan dan 64 % (enampuluh empat
persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota vang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan
tujuan utama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah -

I. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonemian daerah:

2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional,
transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), dan pasti:

3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung Jawab yang
jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. mendukung pelaksanaan
otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan,
memeperhatikan  partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada
masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk
membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber

keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan:
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4. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah:

5. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah;

6. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Ketentuan tentang Bea Peroleb~~ Hak atas Tanah dan Bangunan bagi pejabat

berdasarkan Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani  akta
pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan:;

Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan
hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

2a. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan

pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat
keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran
pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Terhadap pendafiaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat
hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib
Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan.
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BAB I
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten
Jember Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000

Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 Pasal 10 ayat (1) adalah menganut sistem self assessment, yaitu Wajib Pajak
diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang
dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Namun, di Indonesia sistem ini tidak dapat diterapkan secara murni karena
masih adanya campur tangan dari Kantor Pajak, yaitu adanya koreksi atau penelitian
kembali terhadap laporan penghitungan pajak yang terutang, Kaitannya itu,
dikarenakan adanya sebagian Wajib Pajak yang tidak dapat menghitung atau tidak
mengetahul cara penghitungan pajak terutangnya karena sedikitnya pengetahuan
Wajib Pajak itu sendiri, sehingga dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan Jember masih turun tangan untuk membantu para Wajib Pajak vang
akan menghitung pajak terutangnya.

Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini telah
menetapkan tarif tunggal sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak. Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan diperoleh dari harga transaksi yang tertinggi dan nilai pasar. Namun,
apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual
Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar
pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.

18
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 pasal 7 ayat (1) yang mengatur
mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak mengalami perubahan
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, sehingga Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling banyak Rp
60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena
waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke
bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000.00
(tigaratus juta rupiah). Ketentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
diatur dengan peraturan pemerintah, untuk itu dapat diberikan contoh sebagai
berikut:

1. Pada tanggal 1 Februari 2001, Wajib Pajak "A" membeli tanah yang terletak di
Kabupaten "AA", dengan

- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 50.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 60.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 0,00

Karena Nilai Perolehan Objek Pajak berada di bawah Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), maka perolehan hak tersebut tidak
terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (nihil).

2. Pada tanggal 1 Februari 2001, Wajib Pajak "B" membeli tanah dan bangunan
yang terletak di Kabupaten "AA"", dengan :

- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 100.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 60.000.000.00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 40.000.000,00
- BPHTB Terutang =5%x Rp 40.000.000,00

= Rp  2.000.000,00

3. Pada tanggal 2 Maret 2001, Wayjib Pajak “C” mendaftarkan warisan berupa tanah
dan bangunan yang terletak di Kota “BB™ , dengan :

- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 400.000.000,00

- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 300.000.000,00
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- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 100.000.000,00
- BPHTB Terutang =5% Rp 100.000.000,00
= Rp 500.000.00
4. Pada tanggal 2 Februari 2001, Wayjib Pajak orang pribadi “D” mendaftarkan

hibah wasiat dari orang tua kandung. sebidan® tanah yang terletak di Kota “B™

dengan :

- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 250.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp_300.000.000.00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 00,00

Karena Nilai Perolehan Objek Pajak lebih kecil dari pada Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 terjadinya
perluasan dalam cakupan objek pajak yang meliputi :

a. Pemindahan hak karena -

1. jual Beli;

3]

tukar menukar;

hibah;

hibah Wasiat;

waris;

pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lainnya;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan:
penunjukan pembeli dalam lelang;

0 00 N Oy AR

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha:
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha:
13. hadiah.
b. Pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak:
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2. diluar pelepasan hak.

Hak atas Tanah adalah -

1.

'Iw.J

oA

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna banunan:

hak pakai;

hak milik satuan rumah susun:
hak pengelolaan.

Saat yang menentukan pajak yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan

bangunan untuk :

a.
b.
c.

d.

Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta:

Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta:

Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

Waris adalah sejak tanggal vang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke
Kantor Pertanahan:

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatangani akta:

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatangani akta;

Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;

Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan peradilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;

Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan
haknya ke Kantor Pertanahan:

Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak
tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani
dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta:

- Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta:

Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
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0. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang akan dibayar
pada saat :

a. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ditandatangani oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah:

b. Risalah Lelang untuk pembeli  ditandatangani oleh Kepala Kantor
Lelang/Pejabat Lelang;

c. Dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
dalam hak pemberian hak baru dan pemindahan hak karena pelaksanaan
putusan Hakim atau hibah wasiat atau waris.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. dan
tempat terutang pajak adalah di wilayah Kabupaten, Kota atau Propinsi yag meliputi
letak tanah dan atau bangunan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 di Kabupaten Jember
dimulai sejak Januari 2001. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Jember membawahi juga wilayah Kabupaten Bondowoso. Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember telah mendata setiap penerimaan pajak
yang diperoleh melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan
rencana penerimaan atau target yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya dan
merupakan data-data dari setiap Daerah Tingkat 11 (Kabupaten Jember dan
Kabupaten Bondowoso) yang berada dibawah pengawasan Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Jember. Realisasi atau penerimaan pajak dari Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember dapat dilihat pada data dibawah
ini.

Tabel 1. Jumlah penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Tahun 1999/2000

No Daerah Kerja Tahun Anggaran | Rencana Penerimaan Keterangan
1999/2000 Tahun Anggaran
1999/2000
1 |Kabupaten Jember Rp 672.984.651,00 [Rp 463.000.000,00 | 145,35 %
Kabupaten Bondowoso |Rp 59.691.900,00 |Rp 40.000.000,00 | 14923 %
Jumlah Rp 732.676.551,00 |[Rp 503.000.000,00 | 145,66 %
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Sumber Data:  Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah IX Dirjen Pajak Jawa Timur
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember, 1999

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Pajak Dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Tahun 2000

No Daerah Kerja Tahun Anggaran Rencana Penerimaan Keterangan
2000 Tahun Anggaran
2000
1 |Kabupaten Jember Rp 737.580.264,00 |Rp 622.000.000,00 118,58 %
2 |Kabupaten Bondowoso |[Rp 95 069.300.00 Rp 52.000.000,00 | 182,93 %
Jumlah Rp 832.649.564,00 |Rp 674.000.000,00 | 12354 %

Sumber Data : Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah IX Dirjen Pajak Jawa Timur
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember, 2000

Rencana penerimaan atau target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan Jember untuk pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan adalah sebesar Rp 674.000.000,00 untuk Tahun 2000. Kemudian
dapat terealisasi sampai dengan perhitungan terakhir bulan Desember 2000 adalah
Rp 832.649.564.00. Imi berarti terjadi peningkatan sebesar 123,54 % (tabel 2).
dengan demikian peningkatan yang terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 sangat baik, hal
ini dapat dilihat dari hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan
yang selalu melebihi rencana penerimaan atau target. Rencana penerimaan atau
target yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember
didasarkan pada jumlah Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Nihil (SKBN) yang terjadi melalui peristiwa-peristiwa hukum di wilayah
KPPBB Jember. Terjadinya peningkatan penerimaan pajak melalui Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 karena selain kesadaran
membayar pajak telah berkembang pada masyarakat dan tarif Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan sebesar 5 % (lima persen) jauh lebih tinggi dlbandmgkan
dengan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya 0.5 %.
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Berdasarkan jumlah pajak yang diterima itu pula dapat diketahui jumlah
Wajib Pajak yang menyetorkan pajaknya atau tidak. Adapun jumlah Wajib Pajak
yang terjaring di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) Jember
sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 sampai saat ini selalu dicatat untuk menentukan rencana penerimaan
atau target pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang
tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Tahun 1999/2000

No Daerah Kerja Surat Ketetapan SSB Yang Ada
Bea Perolehan Hak Atas Ketetapan
Tanah dan Bangunan

Nihil (SKBN)
1 |Kabupaten Jember 28 143
2 |Kabupaten Bondowoso 34 33
Jumlah 62 176

Sumber Data :  Direktorat Jenderal Pajak Kantor W tlayah IX Dirjen Pajak Jawa Timur

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember, 1999

Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Tahun 2000

No Daerah Kerja Surat Ketetapan SSB Yang Ada
Bea Perolehan Hak Atas Ketetapan
Tanah dan Bangunan
Nihil (SKBN)
1 |Kabupaten Jember 4 330
2 |Kabupaten Bondowoso 15 61
Jumlah 19 391

Sumber Data : Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah IX Dirjen Pajak Jawa Timur

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember 2000
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Yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar. Dan Surat Setoran Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui
Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Milik
Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dan sekaligus untuk
melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 bahwa dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan ada beberapa seperti yang tersebut diatas. Di Kabupaten Jember
pengenaan bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang paling banyak secara
berurut adalah jual beli, hibah, pembagian hak bersama, dan lelang.

Namun, di Kabupaten Jember pendapatan asli daerah tidak hanya diperoleh
dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan saja melainkan juga
diperoleh dan hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil perusahaan milik
Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah vyang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, antara lain :

1. Hasil pajak Daerah, yaitu :
1. pajak hotel dan restoran ;
pajak hiburan ;
pajak reklame ;
pajak penerangan jalan
pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C :

9y o B WD

pajak pemanfaatan air bawah tanah.
2. Hasil retribusi Daerah, yaitu :

1. retribusi pelayanan kesehatan ;

retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan :

I

2

3. retribusi penggantian biaya cetak ;
4. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ;
5

. retribusi parkir ditepi jalan umum ;
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- retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol :

retribusi pasar ;
retribusi air bersih ;
retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran :

retribusi penggantian biaya cetak peta ;

- retribusi pemakaian kekayaan Daerah :

. retribusi pasar grosir ;

. retribust terminal :

. retribusi tempat khusus parkir ;

- retribusi tempat penitipan anak ;

- retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan :
. retribusi pengedotan kakus ;

. retribusi rumah potong hewan

. retribusi tempat pendaftaran kapal ;

. retribusi tempat rekreasi dan olahraga ;

. retribusi penyeberangan diatas air ;

- retribusi pengolahan limbah air ;

- retribusi penjualan produksi usaha daerah :
. retribusi 1jin penggunaan tanah ;

. retribusi 1jin menditihan bangunan ;

2

. retribusi 1jin gangguan |
. retribusi ijin trayek ;

. retribusi 1jin pengambilan hasil hutan ikutan :

3. Hasil perusahaan milik Daerah, yaitu

¥
2
3
4.
5

6.

Bank Pembangunan Daerah

Perusahaan Daerah Apotik ;

. Perusahaan Daerah Patrabumi Argopuro ;

Perusahaan Daerah Perkebunan :
Perusahaan Daerah Pemerahan Susu ;

Perusahaan Daerah Pertambangan.

4. Lain-lain pendapatan Daerah, yaitu :

26
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—

hasil penjualan barang milik Daerah -

2

jasa giro ;

sumbangan pihak ketiga Daerah (TP/TGR)

(s}

setoran kelompok pembayaran kepada pihak ketiga ;

denda keterlambatan pelakszoan pekerjaan daerah

4
5
6. angsuran cicilan kendaraan bermotor :
7. angsuran cicilan rumah dinas :
8. pengendalian penebangan pobon diluar kawasan hutan -
9. penerimaan lain-lain :
10. IPAIR.
Berdasarkan hal tersebut diatas, perincian mengenal penerimaan pendapatan asli

Daerah di Kabupaten Jember dapat dilihat pada lampiran 6-7.

3.2 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Jember Dalam Meningkatkan
Penerimaan Pajak Negara Dari Sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan

Bangunan

| Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang Undang Nomor 20
Tahun 2000 telah memberi acuan tentang cara pembayaran untuk Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan yaitu Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan
tidak mendasarkan pada adanya surat keteiapan pajak. Pajak yang terutang dibayar
ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau
Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Menteri dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang di bayar pada saat :

a. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan ditandatangani oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah;

b. Risalah Lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang/Pejabat

Lelang;
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¢. Dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
dalam pemberian hak baru dan pemindahan hak karena pelaksanaan Putusan
Hakim atau hibah wasiat atau waris.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dibayar di Tempat

Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di wilayah

Kabupaten/Kota yang meliputi letak tanah dan atau bangunan dengan menggunakan

Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengharuskan setiap perjanjian yang bermaksud
memindahkan hak atas tanah dibuktikan dengan menggunakan akta pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Agraria (sekarang : Menteri Dalam Negeri). Pejabat itu adalah
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),

Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah -
1. Membuat akta mengenai perbuatan-perbuatan hukum vang yang disebutkan
dalam pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997:

b2

Membantu pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum itu mengajukan
permohonan izin pemindahan hak dan permohonan penegasan konvensi serta
pendaftaran hak sebagai yang disebut di dalam Peraturan Menteri Pertanian dan
Agraria Nomor 2 Tahun 1992.
Sedangkan kewajiban PPAT adalah
1. Menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya yang contohnya
dilampirkan pada PP Nomor 24 Tahun 1997 -
2. Menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya.
Adapun hak-hak atas tanah yang harus didaftarkan menurut Pasal 9 PP
Nomor 24 Tahun 1997 adalah -
1. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan dan hak pakai
2. tanah hak pengelolaan ;

3. tanah wakaf :
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4. hak milik atas satuan rumah susun :

5. hak tanggungan

6. tanah negara.

Hak pengelolaan tidak dapat dijual, sedangkan hak gadal sampai saaat ini dalam
praktek belum terdaftar. Oleh sebab itu jual beli hak atas tanah yang objeknya hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara harus
dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan
atau keterangan lain ternyata pajak yang terutang kurang dibayar. Surat Ketetapan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar adalah surat ketetapan
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan Jumlah yang masih harus
dibayar. Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKBKB ditambah sanksi
administrasi 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh
empat) bulan dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya Surat
Keputusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya pajak yang terutang
belum juga dibayar, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) jika
ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang setelah penerbitan Surat Keputusan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar. Jumlah kekurangan pajak
yang terurang dalam SKBKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa
penarikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut,
kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sébelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Disamping penerbitan surat keputusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kurang Bayar dan Surat Keputusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Direktur Jenderal Pajak juga menerbitkan Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBLB) yaitu
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surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
pajak yang telah dibayar lebih besar dari pada pajak yang seharusnya terutang.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanva kepada Direktur Jenderal
Pajak atas suatu :

a. Surat Ketetapan Bea perc'=han Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
Tambahan:

. Surat Ketetapan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;

d. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak
disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak yang
lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar. Keberatan diajukan dalam
Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atau Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil oleh Wajib Pajak,
kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Kemudian dalam jangka waktu 12
(duabelas) bulan sejak tanggal Surit Keberatan diterima Direktur Jenderal Pajak
harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Namun dalam hal pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ini Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak yang terutang,
pengurangan tersebut diberikan dalam hal :

a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, yaitu :
1. wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru
melalui program pemerintah di bidang pertanahan:
2. wajib pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas
atau satu derajat ke bawah.
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b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu :

L.

wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil
ganti rugi pemerintah vang dinilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek
Pajak;

wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah
yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang
memerlukan persyaratan khusus;

wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib
Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai
dengan kebijaksanaan pemerintah;

wajib pajak yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) yang telah
memperoleh  keputusan persetujuan penggabungan usaha dari Direktur

Jenderal Pajak;

. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak

berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab
lainnya yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
penandatanganan akta, seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi,
gunung meletus;

wajib pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, pensiunan PNS,
purnawirawan TNI, purmawirawan POLRI atau Janda/dudanya vang

memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah,

c. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan

yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti

asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang ditujukan

mencari keuntungan, rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember pada prakteknya telah

melaksanakan segala ketentuan yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan seoptimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dengan adanya

peningkatan pendapatan pajak dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
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Bangunan di 2 (dua) tempat Daerah Kerja yang didata oleh KP-PBB Jember.
Peningkatan penerimaan pajak Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan di KP-PBB Jember selain karena kesadaran para Wajib Pajak dalam
membayar pajak yang terutang tersebut juga karena tarif pajak yang optimal yaitu
sebesar 5% (lima persen) sehingga pajak yang diperoleh cukup besar.

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember dalam menarik pajak
dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini tidak terlepas dari upaya-upaya
yang sejak semula sampai saat ini harus diterapkan oleh KP-PBB Jember untuk
memasyarakatkan Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di
wilayahnya.

Upaya-upaya yang dilakukan KP-PBB Jember sebagai mana merupakan
upaya pelaksanaan yang dianjurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya
adalah :

1. Koordinasi kedalam yaitu koordinasi kedalam lingkungan Kantor Pajak Bumi
dan Bangunan sendiri dengan seksi-seksi yang mempunyai data yang akan
disuluhkan, Bagi :

a. wajib pajak baru dengan memberikan penyuluhan dengan sungguh-sungguh
dan disertai membagikan buku “Petunjuk Praktis Perpajakan” dan langsung
memperkenalkan apabila ada peraturan-peraturan perpajakan yang baru pada
saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan diberlakukan pada bulan Januari 2001 yang lalu.
Pembagian buku-buku perpajakan, khususnya tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan telah dilaksanakan mulai dari kalangan anggota
DPRD Tingkat I sampai kepada Lurah atau Kepala Desa yang harus
meneruskannya untuk bawahannya masing-masing,

b. wajib pajak lama terutama mereka yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan
atau tidak membayar pajak terutangnya.

2. Koordinasi keluar yaitu koordinasi dengan instansi-instansi yang berhubungan
erat dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ada didaerahnya
masing-masing. Misalnya dengan Kantor Pemerintah Daerah Tingkat 11

setempat, Kantor Pertanahan, Kantor Kecamatan sampai Kekelurahan atau Desa-
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desa di wilayah daerah masing-masing. Koordinasi atau kerjasama yang juga
sangat penting adalah dengan asosiasi-asosiasi seperti Ikatan-Ikatan Notaris atau
PPAT setempat (termasuk juga Camat sebagai PPAT) dan dalam hal ini Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember selalu mengadakan konsultasi dan
kerjasama dengan daerah kerja lainnya yaitu Kabupaten Bondowosc.
Setiap upaya-upaya umum yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak tersebut seoptimal mungkin sudah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Jember untuk memasyarakatkan tentang pentingnya membayar
pajak pada umumnya dan pentingnya membayar pajak dari Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan pada khususnya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember
sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang
Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, terutama
dalam menjaring Wajib Pajak dan perolehan pajaknya telah berjalan dengan baik,
walaupun Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini
masth relatif baru namun kesadaran membayar pajak telah mulai tumbuh
dikalangan masyarakat dan tarif pajak vang cukup besar dalam Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan.

(S

Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan di Kabupaten Jember
telah menunjang dan meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor pajak
meskipun tidak sebesar penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan.
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember sudah melaksanakan pula
upaya-upaya seperti yang telah dianjurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk
memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak pada umumnya

dan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada khususnya.
4.2 Saran

Penulis memberikan saran untuk beberapa pihak yang berkaitan dengan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan -

I. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam upaya
pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang

34
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Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Pgrolehan Hak ats Tanah dan Bangunan
hendaknya lebih aktif lagi untuk terjun ke masyarakat dalam mémberikan
penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat lebih mengetahui lagi mengenai Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember hendaknya lebih
baik lagi dalam perolehan pajaknya dan mempertahankan tingkat perolehan dari
sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sudah baik dalam

meningkatkan penerimaan pajak Negara.
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